PROSES PEMBUKTIAN DAN OPTIMALISASI 

PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

(TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 

UU NO. 25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG)

ABSTRAKSI

Tidak dapat dipungkiri bahwa inisiatif pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari masuknya Indonesia ke dalam daftar Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs) oleh FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) pada bulan Juni 2001. Proses pembuktian yang rumit dan berliku membuat pemerintah dan aparat penegak hukum mengambil berbagai langkah dan upaya strategis untuk menyatukan langkah dan persepsi mengenai peranan masing-masing instansi yang bertanggung jawab dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Kerjasama telah dilakukan dengan instansi lain baik instansi dalam maupun luar negeri. Langkah-langkah yang telah dilakukan merupakan modal awal sebagai wujud nyata keseriusan Indonesia dalam membangun rezim anti pencucian uang.

Penelitian ini akan membahas 4 (empat) permasalahan besar yang akan menjadi perhatian yaitu: (1) Bagaimana ketentuan perundang-undangan Indonesia tentang kriminalisasi pencucian uang, (2) Apa metode dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, (3) Bagaimana proses pembuktian tindak pidana pencucian uang, dan (4) Apa kendala dan upaya yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam memberantas rezim anti pencucian uang.

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif. Metode analisis data yang penulis gunakan adalah analisis normatif-kualitatif.

Penelitian ini akan membahas dan menghasilkan data-data yang akan menjawab permasalahan yang ada, pertama Indonesia telah mengkriminalisasi pencucian uang menjadi suatu bentuk peraturan perundang-undangan yaitu, Undang-Undang No.15/2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25/2003 tentang perubahan atas Undang-Undang No.15/2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berisi berbagai macam bentuk pengaturan pada pasal-pasal di dalamnya, kedua pelaku kejahatan pencucian uang mempunyai cara/metode tersendiri untuk menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatannya yaitu melalui sektor perbankan, sektor perdagangan, teknik cyberlaundering, illegal logging, identitas palsu, dll., ketiga proses pembuktian pencucian uang menuntut para penegak hukum untuk mengumpulkan alat bukti dan mengungkap fakta adanya kejahatan pencucian uang. Pembuktian dapat dilakukan dengan mengungkap apakah si pelaku temasuk pelaku predicate crime atau pelaku hanya pelaku dari pencucian uang tersebut, dan keempat upaya dan langkah-langkah strategis dalam memperkuat rezim anti pencucian uang di Indonesia yaitu melalui diantaranya penguatan sektor perundang-undangan, sosialisasi kepada pihak perbankan tentang prinsip KYC, penguatan sistem informasi dan sumber daya manusia, kerjasama domestik dan internasional, serta peran aktif masyarakat.
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